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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH MELALUI SANKSI
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan menyesuaikan kebutuhan dan
perkembangan pengelolaan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan
Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), PP 54 Tahun 2005 (LN Tahun
2005 No.136, TLN No.4574), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dihitung sebesar jumlah Tunggakan. Besaran
pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun ditetapkan dalam prosentase tertentu dari
DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada tahun berkenaan. Dalam hal jumlah
Tunggakan lebih besar dari besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang
dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemotongan
DAU dan/atau DBH dilakukan secara bertahap untuk beberapa tahun sampai dengan
seluruh Tunggakan diselesaikan/dilunasi. Untuk setiap pelaksanaan sanksi pemotongan
DAU dan/atau DBH, Direktur Dana Perimbangan-Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat
konfirmasi pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pemda bersangkutan dan Direktur
Sistem Manajemen Investasi-Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kepala PIP atau
pimpinan unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang berwenang mengelola
piutang kepada Pemda. Berdasarkan surat ketetapan sanksi pemotongan DAU
dan/atau DBH, SPM, dan SP2D, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA
Transfer ke Daerah melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu Rl
129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Maret 2011.
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